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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1    LATAR BELAKANG   

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 yang disusun oleh Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten 

Kotabaru adalah merupakan rencana tahunan yang berjangka 1 (satu) 

tahun sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah 

(RKPD) Kabupaten Kotabaru tahun 2023.  

Rencana kerja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah 

untuk periode satu 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan 

kegiatan pembangunan. Penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 

mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana 

Stategis Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia 

2021-2026. 

Renja Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya 

Manusia Tahun 2023 memberi gambaran mengenai program, kegiatan, 

sasaran, Indikator-indikator kinerja dan target yang akan dilaksanakan 

dalam 1 (satu) tahun anggaran dan pada akhir tahun anggaran 

pelaksanaannya dapat diukur. 

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 ini juga 

merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Kotabaru selama Tahun Anggaran 2023, dan sebagai 

pengukur capaian kinerja organisasi baik secara tim, individu maupun 

institusi wadah organisasi. Disamping itu, untuk lebih meningkatkan 

aktivitas dan kreatifitas aparatur dalam pelaksanaan disiplin dan loyalitas 

yang tinggi demi mengemban Visi dan Misi Organisasi untuk menuju 

Aparatur Pemerintah yang profesional, bersih dan berwibawa serta 

sebagai pelayan masyarakat yang terbaik. 
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Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen 

rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan program 

dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan 

tahunan daerah pada umumnya. 

Renja Perangkat Daerah adalah perencanaan pada unit organisasi 

terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan 

utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas 

seperti RKPD, Renstra Perangkat Daerah, RPJMD dan bahkan RPJPD. 

Renja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan 

kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan 

pemerintahan daerah, untuk mendukung terwujudnya visi Pemerintah 

Kabupaten Kotabaru maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru sebagai Sub Sistem dari 

penyelenggaraan Pemerintah dituntut mampu menjabarkan visi tersebut 

yang mana setiap tahun diimplementasikan dalam Rencana Kerja (Renja). 

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 

ini sebagai bahan acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2023 yang akan 

datang. 

Bagan alir tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah dapat 

dilihat dari bagan berikut ini. 
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Gambar 1.1  

Bagan alir tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah 
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Keterkaitan Renja dengan dokumen lainnya dapat dilihat dari bagan berikut ini. 

Gambar 1.2 

keterkaitan antara Renja Perubahan Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan 

lainnya (RKPD, Renstra Perangkat Daerah) serta tindak lanjut penyusunan APBD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2   LANDASAN HUKUM 

Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 merupakan rencana kerja dalam 

pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun. Landasan 

hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Perubahan Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten 

Kotabaru adalah sebagai berikut: 

Undang-Undang 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-

Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah 

Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959  Nomor 72, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

6. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). 

Peraturan Presiden 

1.  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 

Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 80); 

2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga 

Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 16). 
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Peraturan Pemerintah 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4817); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4741);  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 42) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri 

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 

2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang 
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Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540); 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1312); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 

2021 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 

2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496). 

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 

Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi 

Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah 

Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan 

1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 

tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan 

Selatan 2005-2025. 
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Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru 

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang 

Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan 

Daerah kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru 

Tahun 2007 Nomor 19); 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 2010 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kotabaru 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 

2010 Nomor 05); 

3. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotabaru 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 4); 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 

Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 

Nomor 13); 

Peraturan Bupati 

1. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman 

dan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah  Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah 

Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 40); 

2. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 149 Tahun 2019 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata 

Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 
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Manusia Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru 

Tahun 2019 Nomor 149); 

3. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 

(Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 Nomor 30); 

4. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Tahun 2022 

Nomor 8) 

 

1.3  MAKSUD DAN TUJUAN  

Maksud dan tujuan menjelaskan maksud dan tujuan dari penyusunan 

Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Kotabaru tahun 2023. 

1.3.1. Maksud 

Maksud Penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia 

1. Rancangan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru  

Tahun 2023 ini merupakan  penjabaran dari Rencana 

Strategis (RENSTRA) 2021 – 2026 Tahun ke-2.  

2. Sebagai acuan pelaksanaan program / kegiatan tahunan yang 

merupakan pelaksanaan Renstra yang telah ditetapkan. 

 

1.3.2. Tujuan 

Tujuan Penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia 

1. Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target 

capaian kinerja, serta pengorganisasian program dan kegiatan 

pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Kabupaten Kotabaru; 

2. Terwujudnya keselarasan perencanaan lima tahunan dengan 

perencanaan tahunan Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru; 
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3. Terwujudnya keselarasan antara dokumen perencanaan 

tahunan Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan 

tahunan daerah (RKPD); dan 

4. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan 

konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. 

 

1.4   SISTEMATIKA PENULISAN 

Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru tahun 2023 

secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

 
KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

BAB I.  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Landasan Hukum 

1.3 Maksud dan Tujuan 

1.4 Sistematika Penulisan 

BAB II. HASIL EVALUASI   RENJA TAHUN LALU 

2.1    Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 

dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 

2.2    Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

2.3    Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 

Perangkat Daerah 

2.4    Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 

2.5    Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

4.1 Rumusan Program dan Kegiatan 

4.2 Rekapitulasi Program dan Kegiatan 

BAB V  PENUTUP 
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BAB II 

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU 

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja  Perangkat Daerah tahun lalu 

ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah 

dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi 

pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, 

serta hambatan permasalahan yang dihadapi.  

 2.1    EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 

LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH 

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan 

pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk 

mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam 

melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap 

evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun n-2) yaitu tahun 2021 dan 

perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) yaitu tahun 2022 dikaitkan 

dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan 

realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun 

sebelumnya.  

Pada tahun 2021 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Kabupaten Kotabaru mengelola 3 Program, 13 Kegiatan, 

dan 44 Sub Kegiatan yaitu:   

 
1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja  

Perangkat Daerah  

Dengan Rincian Sub Kegiatan : 

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 

b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja 
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1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

Dengan Rincian Sub Kegiatan : 

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 

c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD 

d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 

SKPD 

e. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi 

Anggaran 

1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

Dengan Rincian Sub Kegiatan : 

a. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 

1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 

Dengan Rincian Sub Kegiatan : 

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

c. Penyediaan Bahan Logistiik Kantor 

d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

e. Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan 

f. Fasilitasi Kunjungan Tamu 

g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

Dengan Rincian Sub Kegiatan : 

a.  Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung 

Kantor atau Banguna Lainnya 

 

 

 

 



3 | R E N C A N A  K E R J A  ( R E N J A )  2 0 2 3  -  B A B  I I  
 

 

 

1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah 

Dengan Rincian Sub Kegiatan : 

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah 

Dengan Rincian Sub Kegiatan : 

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan 

Pajak Kendaraan Perorangan DInas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan 

b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya 

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya 

d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung 

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 

 

2) Program Kepegawaian Daerah 

2.1 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang   

 Urusan Pemerintahan Daerah 

 Dengan Rincian Sub Kegiatan : 

a. Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN 

b. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan 

untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 

c. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 

d. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 

e. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 

f. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 

g. Pengelolaan Data Kepegawaian 
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2.2 Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN 

 Dengan Rincian Sub Kegiatan : 

a. Pengelolaan Promosi ASN 

b. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 

2.3 Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN 

 Dengan Rincian Sub Kegiatan : 

a. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 

b. Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional 

2.4 Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 

 Dengan Rincian Sub Kegiatan : 

 a. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 

 b. Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai 

 c. Pembinaan Disiplin 

 d. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin 

 e. Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai 

 

3) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 

3.1 Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis 

Dengan Rincian Sub Kegiatan : 

a. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, 

Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara 

Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah 

Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum 

3.2 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi 

Manajerial dan Fungsional 

 Dengan Rincian Sub Kegiatan : 

a. Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi 

Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga 

Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, 

Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan 

Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta 

Jabatan Fungsional 

b. Penyelenggaraan Pengembangan kompetensi Bagi Pimpinan 

Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, 

Kepemimpinan dan Prajabatan. 
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Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja 

hasil/ keluaran yang direncanakan 

Dari data realisasi 3 program, 13 kegiatan dan 44 sub kegiatan 

yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan 

ada 9 sub kegiatan yaitu: 

1) Penyediaan peralatan dan mesin lainnya ada kesalahan input satuan 

pengadaan printer di dalam kontrak pengadaan barang 

2) Paket pengiriman tidak terserap karena sesuai kebutuhan 

pengiriman 

3) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dikarenakan 

belanja tagihan telepon dan listrik dibayar sesuai dengan pemakaian. 

Dan apabila air PDAM tidak mengalir maka dilakukan pembelian air 

swadaya 

4) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak 

kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, berupa 

pembayaran perpanjangan pajak dan pengantian flat mobil dinas 

dananya tidak mencukupi sehingga tidak dapat dilaksanakan 

5) Pengelolaan promosi ASN berupa rapat baperjakat larangan mutasi 

berakhir 26 Nopember 2021 dan pelantikan tidak dapat dilaksanakan 

karena belum mendapat persetujuan PPK (Pejabat Pembina 

Kepegawaian) 

6) Fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional berupa tidak 

dilaksanakannya pelantikan jabatan fungsional karena PPK/Bupati 

belum dilantik sampai pertengahan tahun sehingga proses PNS yang 

ditempatkan/mutasi pelaksana/fungsional/mutasi luar dan dalam 

daerah kabupaten kotabaru terhambat. Dan tidak adanya 

pelaksananya pelatihan jabatan fungsional dikarenakan adanya 

pamdemi Covid 19. 

7) Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN pada kegiatan 

rapat Majelis Kode Etik belum terealisasi dikarenakan kasus 

pelanggaran kode etik tidak ada. 
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8) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, 

dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan 

Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan 

Pemerintahan Umum berupa penyelenggaraan diklat teknis 

terkendala karena sarana dan prasarana tidak mendukung dan juga 

adanya Pandemi Covid 19. 

9) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan 

Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, 

Kepemimpinan, dan Prajabatan berupa Pelaksanaan PKN Tk. II, 

PKA, PKP, Latsar CPNS dilaksanakan secara zoom meeting, 

sehingga anggaran perjalanan dinas sebagian tidak terealisasi, dan 

penyelenggaraan diklat fungsional sebagian batal terdampak Covid 

19. 

a. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja 

hasil/keluaran yang direncanakan; 

Terdapat 35 Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ 

keluaran yang direncanakan yaitu : 

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 

2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

5. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 

6. Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/ Verifikasi Keuangan 

SKPD 

7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 

SKPD 

8. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi 

Anggaran 

9. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 

10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor 
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11. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

12. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

13. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

14. Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 

15. Fasilitasi Kunjungan Tamu 

16. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD 

17. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya 

18. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 

19. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 

20. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya 

21. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung 

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 

22. Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN 

23. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan 

untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 

24. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 

25. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 

26. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 

27. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 

28. Pengelolaan Data Kepegawaian 

29. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 

30. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 

31. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 

32. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai 

33. Pembinaan Disiplin ASN 

34. Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai 

35. Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi 

Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembangan 

Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan 

Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, 

Kepemimpinan dan Prajabatan,Sertajabatan Fungsional 

 



8 | R E N C A N A  K E R J A  ( R E N J A )  2 0 2 3  -  B A B  I I  
 

 

 
 

b. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang belum mencapai 

target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 

Terdapat 9 Sub Kegiatan belum mencapai target kinerja 

hasil/keluaran yang direncanakan yaitu : 

1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

2. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

3. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 

5. Pengelolaan Promosi ASN 

6. Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional 

7. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 

8. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, 

dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan 

Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan 

Urusan Pemerintahan Umum 

9. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan 

Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, 

Kepemimpinan, dan Prajabatan 

 

c. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya   target 

kinerja program/kegiatan/sub kegiatan; 

1) Sehubungan pandemi Covid-19 menyebabkan Pembatasan 

pelaksanaan diklat fungsional yang diselenggarakan di luar 

kabupaten sehingga tidak jadi dilaksanakan. 

2) Larangan mutasi dan pelantikan tidak dapat dilaksanakan karena 

belum mendapat persetujuan PPK (Pejabat Pembina 

Kepegawaian) 
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3) Pelantikan jabatan fungsional karena PPK/Bupati belum dilantik 

sampai pertengahan tahun sehingga proses PNS yang 

ditempatkan/mutasi pelaksana/fungsional/mutasi luar dan dalam 

daerah kabupaten kotabaru terhambat. Dan tidak adanya 

pelaksananya pelatihan jabatan fungsional dikarenakan adanya 

pamdemi Covid 19. 

d. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra; 

Terdapat program kegiatan yang melebihi target dari capaian 

program renstra yang perlu disesuaikan dalam capaian renstra. 

e. Kebijakan/tindakan  perencanaan  dan  penganggaran  yang  perlu  

diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. 

1) Dilakukannya evaluasi secara berkala terkait serapan target fisik 

dan target keuangan setiap kegiatan 

2) Dilakukannya koordinasi dan konsolidasi dengan pihak 

penyelenggara diklat dan pengembangan kompetensi lainnya 

secara intensif agar diperoleh penjadwalan pelaksanaan 

pengembangan kompetensi aparatur daerah. 

3) Sebagai lembaga teknis pengelola kepegawaian agar 

meningkatkan konsultasi dengan pejabat pembina kepegawaian 

daerah untuk percepatan penyelesaian dokumen kepegawaian 

sesuai SOP yang telah ditentukan. 

4) Mengoptimalkan penggunaan media Teknologi Informasi untuk 

koordinasi dan pengembangan kompetensi pegawai sehubungan 

kondisi Pandemi yang terjadi di Indonesia. 

 

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra 

dapat dilihat pada lampiran tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil 

Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 

2021. 

 



  PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

            BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KOTABARU

2 3 5 11=(10/4)

NON URUSAN

X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

X XX 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah

X XX 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

Jumlah  Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah tersusun
5

 dokumen 5  dokumen 5  dokumen               100,00  dokumen                  5  dokumen 100,00            

X XX 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja 

yang disusun 4

 dokumen 4  dokumen 4  dokumen               100,00  dokumen                  4  dokumen 100,00            

X XX 01 2,01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah yang tersusun
6

 dokumen 6  dokumen 6  dokumen               100,00  dokumen                  6  dokumen 100,00            

X XX 01 2,02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 -   

X XX 01 2,02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

yang terbayarkan
26

 Kali pembayaran 26  Kali pembayaran 26  Kali pembayaran               100,00  Kali pembayaran                26  Kali pembayaran 100,00            

X XX 01 2,02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas 

ASN

Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 

Tugas ASN yang terbayarkan
12

 Kali pembayaran 12  Kali pembayaran 12  Kali pembayaran               100,00  Kali pembayaran                12  Kali pembayaran 100,00            

X XX 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan 

SKPD yang tersusun
24

 Kali pembayaran 24  Kali pembayaran 24  Kali pembayaran               100,00  Kali pembayaran                24  Kali pembayaran 100,00            

X XX 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir 

Tahun SKPD
1

 dokumen 1  dokumen 1  dokumen               100,00  dokumen                  1  dokumen 100,00            

X XX 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis 

Realisasi Anggaran

Jumlah Dokumen Laporan dan Analisis 

Prognosis Realisasi Anggaran tersusun
1

 dokumen 1  dokumen 1  dokumen               100,00  dokumen                  1  dokumen 100,00            

X XX 01 2,05 Administrasi Kepegawaian Perangkat 

Daerah

                -   

X XX 01 2,05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan yang diselenggarakan
3

 Kali  3  Kali  3  Kali                100,00  Kali                   3  Kali  100,00            

X XX 01 2,06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                 -   

X XX 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 

disediakan

6

 kali penyediaan 6  kali penyediaan 6  kali penyediaan               100,00  kali penyediaan                  6  kali penyediaan 100,00            

X XX 01 2,06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor

Jumlah Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor yang disediakan
24

 kali penyediaan 12  kali penyediaan 12  kali penyediaan               100,00  kali penyediaan                12  kali penyediaan 50,00              

X XX 01 2,06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang 

disediakan

13816  Kali 13816  Kali 13816  Kali               100,00  Kali         13.816  Kali 100,00            

X XX 01 2,06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan yang disediakan
6

 kali penyediaan 6  kali penyediaan 6  kali penyediaan               100,00  kali penyediaan                  6  kali penyediaan 100,00            

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun  (2021)

Target Program dan Kegiatan 

(Renja  Tahun n-1)  2020

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra  

s/d Tahun Berjalan (2021)

Target Renja Realisasi Renja  
Tingkat 

Realisasi %

Realisasi capaian Program dan 

Kegiatan  

Tingkat 

Capaian 

Realisasi 

Target 

Renstra %

TABEL 2.1

REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2021 KABUPATEN KOTABARU

Kode  
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome )/ 

Kegiatan (output )
Target Kinerja Capaian 

Program (Renstra ) Tahun 2021

Realisasi 

Target 

Kinerja 

Hasil 

Program 

dan 

Keluaran 

Kegiatan 

s/d tahun 

(n-3) 2019

10=(5+7+9)1 4 6 7 8=(7/6) 9
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            BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun  (2021)

Target Program dan Kegiatan 

(Renja  Tahun n-1)  2020

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra  

s/d Tahun Berjalan (2021)

Target Renja Realisasi Renja  
Tingkat 

Realisasi %

Realisasi capaian Program dan 

Kegiatan  

Tingkat 

Capaian 

Realisasi 

Target 

Renstra %

Kode  
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome )/ 

Kegiatan (output )
Target Kinerja Capaian 

Program (Renstra ) Tahun 2021

Realisasi 

Target 

Kinerja 

Hasil 

Program 

dan 

Keluaran 

Kegiatan 

s/d tahun 

(n-3) 2019

X XX 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang-undangan

Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-undangan yang 

disediakan

12

 kali penyediaan 12  kali penyediaan 12  kali penyediaan               100,00  kali penyediaan                12  kali penyediaan 100,00            

X XX 01 2,06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu yang 

disediakan
12

 bulan 12  bulan 12  bulan               100,00  bulan                12  bulan 100,00            

X XX 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD yang dilaksanakan

105  kali 105  kali 13  kali                  12,38  kali                13  kali 12,38              

X XX 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah

                -   

X XX 01 2,07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang diadakan

17  jenit/unit 25  jenit/unit 24  jenit/unit                  96,00  jenit/unit                24  jenit/unit 141,18            

X XX 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung 

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana 

Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya yang diadakan

9  jenis/unit 10  jenis/unit 1  jenis/unit                  10,00  jenis/unit                  1  jenis/unit 11,11              

X XX 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

                -   

X XX 01 2,08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang 

tersedia
4527

 surat 2035  surat 2001  surat                  98,33  surat           2.001  surat 44,20              

X XX 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik

Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik yang disediakan

73  kali pembayaran 65  kali pembayaran 53  kali pembayaran                  81,54  kali pembayaran                53  kali pembayaran 72,60              

X XX 01 2,08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 

Kantor yang disediakan

115  kali pembayaran 112  kali pembayaran 112  kali pembayaran               100,00  kali pembayaran              112  kali pembayaran 97,39              

X XX 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

                -   

X XX 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan

Jumlah Pemeliharaaan Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang 

disediakan

72  kali 72  kali 72  kali               100,00  kali                72  kali 100,00            

X XX 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya

Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan 1

 kali 1  kali 1  kali               100,00  kali                  1  kali 100,00            

X XX 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 

Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya

Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 

Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya yang disediakan

46

 kali 41  kali 41  kali               100,00  kali                41  kali 89,13              

X XX 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 

Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya

Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 

Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya yang disediakan

35

 kali 26  kali 26  kali               100,00  kali                26  kali 74,29              

5 03 UNSUR PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN (KEPEGAWAIAN)

                -   

5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                 -   

5 03 02 2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi 

Kepegawaian ASN

                -   

5 03 02 2,01 01 Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN Jumlah Perumusan Bahan Kebijakan 

Pengadaan ASN
1

 dokumen 1  dokumen 1  dokumen               100,00  dokumen                  1  dokumen 100,00            
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  PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

            BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun  (2021)

Target Program dan Kegiatan 

(Renja  Tahun n-1)  2020

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra  

s/d Tahun Berjalan (2021)

Target Renja Realisasi Renja  
Tingkat 

Realisasi %

Realisasi capaian Program dan 

Kegiatan  

Tingkat 

Capaian 

Realisasi 

Target 

Renstra %

Kode  
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome )/ 

Kegiatan (output )
Target Kinerja Capaian 

Program (Renstra ) Tahun 2021

Realisasi 

Target 

Kinerja 

Hasil 

Program 

dan 

Keluaran 

Kegiatan 

s/d tahun 

(n-3) 2019

5 03 02 2.01 02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan 

Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan 

Pengadaan ASN

Jumlah Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis 

dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan 

Pengadaan ASN

1

 dokumen 1  dokumen 1  dokumen               100,00  dokumen                  1  dokumen 100,00            

5 03 02 2.01 03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan 

PPPK

Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan 

PNS dan PPPK
1

 kali 1  kali 1  kali               100,00  kali                  1  kali 100,00            

5 03 02 2.01 06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi 

Pemberhentian

Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Administrasi 

Pemberhentian
100

 berkas 130  berkas 130  berkas               100,00  berkas              130  berkas 130,00            

5 03 02 2,01 08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Jumlah Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 12  kali 6  kali 6  kali               100,00  kali                  6  kali 50,00              

5 03 02 2,01 10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi 

Kepegawaian
1

 dokumen 1  dokumen 1  dokumen               100,00  dokumen                  1  dokumen 100,00            

5 03 02 2,01 11 Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Pengelolaan Data Kepegawaian 12  kali 4  kali 4  kali               100,00  kali                  4  kali 33,33              

5 03 02 2,02 Mutasi dan Promosi ASN                 -   

5 03 02 2,02 02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
3

 kali 3  kali 3  kali               100,00  kali                  3  kali 100,00            

5 03 02 2,02 03 Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Pengelolaan Promosi ASN 4  kali 9  kali 4  kali                  44,44  kali                  4  kali 100,00            

5 03 02 2,03 Pengembangan Kompetensi ASN                 -   

5 03 02 2,03 04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
15

 orang 15  orang 15  orang               100,00  orang                15  orang 100,00            

5 03 02 2.03 14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan 

Fungsional

Jumlah Fasilitasi Pengembangan Karir dalam 

Jabatan Fungsional
900

 SK 900  SK 394  SK                  43,78  SK              394  SK 43,78              

5 03 02 2,04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                 -   

5 03 02 2.04 02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja 

Aparatur

Jumlah Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi 

Kinerja Aparatur
8

               kali 8  kali 8  kali               100,00  kali                  8  kali 100,00            

5 03 02 2,04 04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi 

Pegawai

Jumlah Pengelolaan Pemberian Penghargaan 

Bagi Pegawai
1

 kali pelaksanaan 1  kali pelaksanaan 1  kali pelaksanaan               100,00  kali pelaksanaan                  1  kali pelaksanaan 100,00            

5 03 02 2,04 07 Pembinaan Disiplin ASN Jumlah Pembinaan Disiplin ASN 40  kali 3  kali 3  kali               100,00  kali                  3  kali 7,50                

5 03 02 2.04 08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran 

Disiplin ASN

Jumlah Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran 

Disiplin ASN
25

 kasus 25  kasus 17  kasus                  68,00  kasus                17  kasus 68,00              

5 03 02 2,04 09 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai Jumlah Pelayanan Proses Izin Perceraian 

Pegawai
15

 kasus 14  kasus 14  kasus               100,00  kasus                14  kasus 93,33              

5 04 UNSUR PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN (PENDIDIKAN DAN 

PELATIHAN)

                -   

5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER 

DAYA MANUSIA 

                -   

5 04 02 2,01 Pengembangan Kompetensi Teknis                 -   

5 04 02 2.01 03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi 

Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan 

Administrasi Penyelenggara Urusan 

Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah 

Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

Jumlah Penyelenggaraan Pengembangan 

Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi 

Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan 

Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah 

Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

55               Orang 72  Orang 5  Orang                    6,94  Orang                  5  Orang 9,09                
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  PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

            BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun  (2021)

Target Program dan Kegiatan 

(Renja  Tahun n-1)  2020

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra  

s/d Tahun Berjalan (2021)

Target Renja Realisasi Renja  
Tingkat 

Realisasi %

Realisasi capaian Program dan 

Kegiatan  

Tingkat 

Capaian 

Realisasi 

Target 

Renstra %

Kode  
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome )/ 

Kegiatan (output )
Target Kinerja Capaian 

Program (Renstra ) Tahun 2021

Realisasi 

Target 

Kinerja 

Hasil 

Program 

dan 

Keluaran 

Kegiatan 

s/d tahun 

(n-3) 2019

5 04 02 2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan 

Kompetensi Manajerial dan Fungsional

                -   

5 04 02 2.02 01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana 

Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan 

Kelembagaan, Tenaga Pengembang 

Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, 

Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, 

Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan 

Prajabatan,Sertajabatan Fungsional

Jumlah Penyusunan Kebijakan Teknis dan 

Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan 

Kelembagaan, Tenaga Pengembang 

Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, 

Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, 

Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan 

Prajabatan,Sertajabatan Fungsional

1                 dokumen 1  dokumen 1  dokumen               100,00  dokumen                  1  dokumen 100,00            

5 04 02 2.02 07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi 

bagi

Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, 

Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan

Prajabatan

Jumlah Penyelenggaraan Pengembangan 

Kompetensi bagi

Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, 

Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan

Prajabatan

245            Orang 190  Orang 173  Orang                  91,05  Orang              173  Orang 70,61              
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2.2    ANALISA KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat 

Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Kotabaru berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada 

periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi 

dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan Perangkat 

Daerah Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Kotabaru. Keberhasilan kinerja Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat dilihat dari pencapaian 

indikator dan yang telah ditetapkan.  

Hasil keberhasilan kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat dilihat pada lampiran tabel 

2.2.1. 

 



      PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

                       BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PROYEKSI

Tahun 

2020

Tahun 

2021

Tahun         

2022

Tahun 

2023

 Tahun 

2020

Tahun 

2021

Tahun           

2022

Tahun           

2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Jumlah layanan penerbitan surat pengantar kartu taspen 5 0 0 0 0 0 0

perubahan 

prosedur 

layanan 

taspen 

langsung 

berurusan ke 

taspen

2 Jumlah layanan penerbitan surat pengantar kartu Pegawai 66 66 66 66 43 24 125

3
Jumlah layanan pengajuan usul piagam penghargaan SLKS 10 tahun, 20 

tahun dan 30 tahun
287 287 287 287 300 269 249

4
Jumlah Layanan penerbitan surat pengantar kartu suami (karsu) dan kartu 

isteri (karis)
123 123 123 123 152 138 31

5
Melaksanakan Diklat Manajemen Usaha bagi PNS yang purna tugas 

(Diklat Purna Tugas)
- - - - - - -

6 Jumlah Layanan pengajuan izin cuti

a. Izin cuti tahunan 63 63 63 63 441 500 390

b. Izin cuti besar 1 1 1 1 66 13 33

c. Izin cuti sakit 5 4 4 4 25 42 46

d. Izin cuti bersalin 33 33 30 30 50 43 47

e. Izin cuti karena alasan penting 62 62 62 62 41 65 55

f.  Izin cuti diluar tanggungan negara - - - - - - -

7 Jumlah Layanan Pengajuan izin PNS untuk melakukan proses perkawinan 3 3 3 3 - - -

8 Jumlah Layanan pengajuan izin PNS untuk melakukan proses perceraian 5 4 4 4 14 18 9

9
Jumlah Layanan pengajuan izin PNS untuk mencalonkan diri sebagai 

Kepala Desa
3 3 3 3 1 - 8

10
Jumlah Layanan pengajuan izin PNS untuk mencalonkan diri sebagai 

Anggota Badan Permusyawarahan Desa
1 1 1 1 - - -

REALISASI CAPAIAN 

TABEL 2.2.1

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO INDIKATOR 

SPM/ 

STANDAR 

NASIONAL

IKK

TARGET RENSTRA PERANGKAT 

DAERAH TAHUN
Catatan 

Analisis
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      PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

                       BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PROYEKSI

Tahun 

2020

Tahun 

2021

Tahun         

2022

Tahun 

2023

 Tahun 

2020

Tahun 

2021

Tahun           

2022

Tahun           

2023

REALISASI CAPAIAN 

NO INDIKATOR 

SPM/ 

STANDAR 

NASIONAL

IKK

TARGET RENSTRA PERANGKAT 

DAERAH TAHUN
Catatan 

Analisis

11 Jumlah Layanan penerbitan surat pengantar pensiun PNS

a. Pensiun BUP 36 36 36 36 159 157 65

b. Pensiun atas permintaan sendiri 12 12 12 12 9 10 9

c. Pensiun Janda/ Duda/ Yatim 8 5 5 5 30 45 14

d. Pensiun dipercepat sakit/ keuzuran 1 1 1 1 - - 2

e. Pensiun Anumerta/ tewas dalam tugas 1 1 1 1 - 1 -

12
Jumlah Layanan penerbitan surat pengantar pengajuan cetak ke-2 dan 

perbaikan konversi NIP
- - - - - - -

13
Jumlah Layanan penerbitan surat pengantar kartu pegawai elektronik 

(KPE)
- - - - - - -

14 Jumlah Layanan kenaikan pangkat PNS 803 803 803 803 478 910 366

15 Jumlah Layanan penerbitan surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala 1760 1760 1760 1760 2128 2435 991

16 Jumlah layanan usul pencantuman gelar PNS 30 30 30 30 27 24 22

17 Jumlah Layanan usul ujian dinas tingkat I dan tingkat II 20 20 20 20 37 80

18 Jumlah Layanan usul peninjauan masa kerja (PMK) 20 20 20 20 9 27 23

19 Jumlah layanan pemindahan/mutasi PNS atas permohonan sendiri

a. Pindah Tugas PNS Mutasi internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Kotabaru
15 15 15 15 63 117 121

b. Pindah Tugas PNS mutasi keluar lingkungan   Pemerintah Kabupaten 

Kotabaru
8 8 5 5 8 5 4

c. Pindah tugas PNS mutasi dari luar lingkungan Pemerintah kabupaten 

Kotabaru
1 1 1 1 4 3 8

20
Jumlah Layanan pengangkatan, pembebasan sementara dan 

pemberhentian dalam Jabatan Fungsional Tertentu

a. Pengangkatan JF melalui perpindahan JF yang serumpun maupun beda 

rumpun
1 1 1 1 - 3 -

b. Pengangkatan kembali karena dalam waktu 1 tahun sejak dibebaskan 

sementara dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan
1 1 1 1 - - -

c. Pengangkatan kembali  karena ditugaskan secara penuh diluar JF (ybs 

diangkat dalam jabatan struktural eselon)
2 2 2 2 - - -

d. Pembebasan Sementara karena ditugaskan secara penuh diluar JF (ybs 

diangkat dalam jabatan struktural eselon)
1 1 1 1 - - -
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      PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

                       BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PROYEKSI

Tahun 

2020

Tahun 

2021

Tahun         

2022

Tahun 

2023

 Tahun 

2020

Tahun 

2021

Tahun           

2022

Tahun           

2023

REALISASI CAPAIAN 

NO INDIKATOR 

SPM/ 

STANDAR 

NASIONAL

IKK

TARGET RENSTRA PERANGKAT 

DAERAH TAHUN
Catatan 

Analisis

e.Tunjangan Jabatan Fungsional karena perubahan Peraturan Presiden 35 35 35 35 4 18 13

f. Pengangkatan kembali karena ditugaskan secara penuh diluar JF/mutasi 

keluar daerah
- - - - - - -

g. Pembebasan sementara karena mengikuti tugas belajar lebih dari 6 

(enam) bulan
5 2 5 5 2 - 1

h. Pembebasan sementara karena tidak dapat mengumpulkan angka 

kredit selama 5 (lima) tahun
1 1 1 1 - - -

i. Pemberhentian dari JF karena alasan kesehatan - - - - 1 - -

j. Pemberhentian dari JF karena dalam waktu 6 (enam) tahun tidak dapat 

mengumpulkan angka kredit
4 4 4 4 - - -

k. Pengangkatan dalam JF jenjang utama 1 1 1 1 - - -

l. Pengangkatan dalam JF melalui inpassing 1 1 1 1 - 6 -

m. Pengangkatan JF melalui perpindahan dari JFU menjadi JFT 1 1 1 1 - - -

n. Pengangkatan kembali karena selesai mengikuti tugas belajar 5 5 5 5 5 3 3

o. Pengangkatan pertama kali dalam JF melalui formasi CPNS 15 15 15 15 6 189 41

p. Penyesuaian JF tingkat Terampil manjadi JF tingkat ahli 22 20 20 20 6 2 3

q. Penyesuaian kenaikan Jabatan Fungsional 100 100 100 100 101 171 97

21 Jumlah layanan penempatan PNS setelah tugas belajar 1 1 1 1 6 5

22 Jumlah layanan Penunjukan PNS tugas belajar 10 10 10 10 6 62 2

23 Jumlah layanan usul perbaikan SK 13 2 7 7 - 1

24 Jumlah layanan PNS izin belajar 30 30 30 30 5 7 2

25 Jumlah layanan usul pengangkatan CPNS menjadi PNS 80 80 80 80 232 - 133

26
Jumlah layanan penawaran diklat ke SKPD dan penerbitan surat perintah 

mengikuti diklat
3 10 7 7 - - 16

27
Jumlah layanan penerbitan surat panggilan diklat Prajabatan Golongan 

I,II,III
75 75 75 75 188 133 1

28
Jumlah layanan penerbitan surat panggilan diklat Kepemimpinan tingkat 

II,III,IV
16 16 16 16 11 24 4
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 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Kotabaru mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pelayanan 

kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

 

Cakupan data masing-masing bidang di Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru dapat dilihat 

pada lampiran tabel 2.2.2 

 



     PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

                    BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

2018 2019 2020 2021 2022
1

- TEGURAN LISAN - - - - -

- TEGURAN TERTULIS - - 10 3 -

- PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS - - - - -

2

-
PENUNDAAN KENAIKAN GAJI BERKALA UNTUK PALING LAMA 
1 TAHUN

- - - - -

-
PENUNDAAN KENAIKAN PANGKAT UNTUK PALING LAMA 1 
TAHUN

1 - - - -

- 
PENURUNAN PANGKAT PADA PANGKAT YANG SETINGKAT 
LEBIH RENDAH UNTUK PALING LAMA 1 TAHUN

- - - - -

3

-
PENURUNAN PANGKAT PADA PANGKAT YANG SETINGKAT 
LEBIH RENDAH UNTUK PALING LAMA 3 TAHUN

- - 1 - -

- PEMBEBASAN JABATAN 1 - - - -

-
PEMINDAHAN DALAM RANGKA PENUNDAAN JABATAN 
SETINGKAT LEBIH RENDAH

- - - - -

-
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT UNTUK ATAS 
PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS

5 - - - -

- PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT SEBAGAI PNS 2 11 - - -

-
PENURUNAN JABATAN SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 
12 BULAN

- - - - -

-
PEMBEBASAN DARI JABATANNYA MENJADI JABATAN 
PELAKSANA SELAMA 12 BULAN

- - - - -

-
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS 
PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS

- - - - -

-
PEMBERHENTIAN SEMENTARA SEBAGAI PNS YANG 
DITAHAN KARENA MENJADI TERSANGKA TINDAK PIDANA

- - - 2 3

-
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PNS KARENA 
MELAKUKAN TINDAK PIDANA

- - - 1 -

-
PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PNS 
KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA/PENYELEWENGAN

- - - - 1

TAHUN

HUKUMAN DISIPLIN RINGAN

HUKUMAN DISPLIN SEDANG

HUKUMAN DISPLIN BERAT

JENIS HUKUMAN BERDASARKAN PP 11 TAHUN 2017

TABEL DATA 2.2.2.1
CAKUPAN DATA BIDANG DISIPLIN, KESEJAHTERAAN DAN INFORMASI

NO JENIS HUKUMAN DISIPLIN

JENIS HUKUMAN DISIPLIN BERDASARKAN PP 94 TAHUN 2021
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